BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

o 1.

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun
2022tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten



Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969 );
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000



10.

11.

12.

13.

14.

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar  Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ‘
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomorll4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887)Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negafa
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 11);



P

23.

24.

28.

29.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah menjadiPeraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daeréh
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah  tentang  Penjabaran  Perubahan = Anggaran



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022
tentang Perubahan atas Nomor 190/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 819);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 658);

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1501);

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
242);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka
Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor12);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



38.

39.

40.

41.

42.

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2018 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung
BaratTahun2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor5Tahun 2022 tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2022 Nomor 5);

PeraturanBupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021
Nomor 34);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun
2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022
Nomor 15);

Keputusan Gubernur Jambi Nomor 919/KEP.GUB/BPKPD-
4.1/2022 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Barat Tentang Penjabaran Perubahan Anggran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan
yang diperoleh Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah Dana yang
bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu
dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau
pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah,
pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau
kesejahteraan masyarakat.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitas



11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

12.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
Bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah.

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula
sebesar Rp.1.361.966.499.901,-bertambah /(berkurang) sebesar

Rp.336.102.817.921,- sehingga menjadi Rp.1.698.069.317.822,- dengan rincian
sebagai berikut :
1. ' Pendapatan Daerah

a. Semula Rp.1.289.966.499.901,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 74.398.633.360,-

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.364.365.133.261,-
2. Belanja Daerah

a. Semula Rp.1.361.966.499.901,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp.336.102.817.921,-
Jumlah Belanja daerah setelah perubahan Rp.1.698.069.317.822,-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 72.000.000.000,-

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 261.704.184.561,-

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 333.704.184.561,-
b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. O,-

2) Bertambah/(bertambah) Rp. O,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. O,-
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp.333.704.184.561,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. O,-



Pasal 3

Ura1an lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanjung Jabung

Barat ini terdiri dari :

1.

Lampiran I

Lampiran II

~ Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

' Lampiran VIII

Lampiran IX

10. Lampiran X

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi
menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
Penjabaran  Perubahan  APBD menurut  urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat penerima dan
Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan
Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat Umum yang
diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan
Besaran Perubahan Alokasi Belanja bagi Hasil Pajak
Daerah kepada Pemerintah Kabupaten;

Rincian dana Otonomi Khusus Menurut urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan
Gas Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan
Negara. '

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD vang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen pelaksanaan angearan satuan kerja
8 i 8E J

perangkat daerah scsuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal, 24 odopef- 2022

Diundangkan di Kuala Tungkal

pada tanggal, 256 OkpwfL 2022

SE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR Q-g



Lampiran I . Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Barat
Nomor 25 Tahun 2022
Tanggal 25 Oktober 2022

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI
) .135.351. .644.311.24 .508.960. 9
4.1 DAERAH (PAD) 96.135.351.043 124.644.311.243 28.508.960.200| 30 %
4101 Pajak Daerah 36.304.197.443 31.194.696.493 (5109.500.950)| 14 %
41.01.06 Pajak Hotel 150.000.000 180.000.000 30.000.000| 20 %
41.01.06.01 Pajak Hotel 140.000.000 170.000.000 30.000.000|  21%
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 140.000.000 170.000.000 30.000.000{ 21%
41.01.06.03 Pajak Losmen 10.000.000 10.000.000 0 0%
4.1.01.06.03.0001 Pajak Losmen 10.000.000 10.000.000 0 0%
41.01.07 Pajak Restoran 3.620.000.000 3.787.000.000 167.000.000 5%
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan 2.770.000.000 2.970.000.000 200.000.000 7%
Sejenisnya
Pajak Restoran dan
4.1.01.07.01.0001 A 2.770.000.000 2.970.000.000 200.000.000 7%
Sejenisnya
——
41.01.07.04 Pajak Kantin dan 850.000.000 817.000.000 (33.000.000) 4%
Sejenisnya
4.1.01.07.04.0001 Pajak Kantin dan 850.000.000 817.000.000 (33.000.000) 4%
Sejenisnya
41.01.08 Pajak Hiburan 5.000.000 5.000.000 0 0%
Pajak Pagelaran
4.1.01.08.02 Kesenian/Musik/Tari/ 1.000.000 1.000.000 0 0%
Busana
Pajak Pagelaran
4.1.01.08.02.0001 Kesenian/Musik/Tari/ 1.000.000 1.000.000 0 0%
Busana
Pajak Panti Pijat, Refleksi,
4.1.01.08.09 Mandi Uap/Spa dan Pusat 4.000.000 4.000.000 0 0%
Kebugaran (Fitness
Center)
Pajak Panti Pijat, Refleksi,
4.1.01.08.09.0001 Mandi Uap/Spa dan Pusat 4.000.000 4.000.000 0 0%
Kebugaran (Fitness
Center)
41.01.09 Pajak Reklame 500.000.000 500.000.000 0 0%
Pajak Reklame
41.01.09.01 Papan/Billboard 460.000.000 460.000.000 0 0%
/Videotron/ Megatron
Pajak Reklame
4.1.01.09.01.0001 Papan/Billboard 460.000.000 460.000.000 0 0%
/Videotron/ Megatron
4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 40.000.000 40.000.000 0 0%
41.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 40.000.000 40.000.000 0 0%
41.01.10 Pajak Penerangan Jalan 19.176.500.950 13.870.000.000 (5.306.500.950)| 28 %
41.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan 13.676.500.950 13.870.000.000 193.499.050 1%
Dihasilkan Sendiri
4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan 13.676.500.950 13.870.000.000 193.499.050 1%
Dihasilkan Sendiri
41.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan 5.500.000.000 0 (5.500.000.000)| 100 %
Sumber Lain
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan 5.500.000.000 0 (5.500.000.000)| 100 %
Sumber Lain
410111 Pajak Parkir 35.000.000 35.000.000 0 0%
41011101 Pajak Parkir 35.000.000 35.000.000 0 0%
41.01.11.01.0001 Pajak Parkir 35.000.000 35.000.000 0 0%
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Kode Uraian
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4.1.01.12 Pajak Air Tanah 81.900.000 81.900.000 0 0%
4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 81.900.000 81.900.000 0 0%
4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 81.900.000 81.900.000 0 0%
410113 Pajak Sarang Burung 295.000.000 295.000.000 0 0%
Walet
41011301 Pajak Sarang Burung 295.000.000 295.000.000 0 0%
Walet
Pajak Sarang Burung
4.1.01.13.01.0001 Walet 295.000.000 295.000.000 0 0%
410114 Pajak Mineral Bukan 1.524.390.500 1.524.390.500 0 0%
l.ogam dan Batuan
41.01.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil 305.300.000 305.300.000 0 0%
4.1.01.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 305.300.000 305.300.000 0 0%
Pajak Tenah F
41011428 E:ﬁ}f) enah Serap (Fullers 703.000.000 703.000.000 of 0%
4.1.01.14.28.0001 E:JrfE)Ta”ah Serap (Fullers 703.000.000 703.000.000 of 0%
4.1.01.14.30 Pajak Tanah Liat 1.300.000 1.300.000 0 0%
4.1.01.14.30.0001 Pajak Tanah Liat 1.300.000 1.300.000 0 0%
Sajak Mineral bukan
4.1.01.14.37 Logam dan Batuan 514.790.500 514.790.500 0 0%
Lainnya
Pajak Mineral bukan
4.1.01.14.37.0001 Logam dan Batuan 514.790.500 514.790.500 0 0%
Lainnya
Pajak Bumi dan Bangunan
4.1.01.15 Perdeszan dan Perkotaan 5.500.000.000 5.500.000.000 0 0%
(PBBP2)
4.1.01.15.01 PBBP2 5.500.000.000 5.500.000.000 0 0%
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 5.500.000.000 5.500.000.000 0 0%
Bea Perolehan Hak Atas
4.1.01.16 Tanah dan Bangunan 5.416.405.993 5.416.405.993 0 0%
(BPHTB)
4,1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 5.416.405.993 5.416.405.993 0 0%
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 5.416.405.993 5.416.405.993 0 0%
4.1.02 Retribusi Daerah 2.295.170.000 2.581.266.250 286.096.250 12 %
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 710.170.000 1.626.266.250 916.096.250| 129 %
ibusi Pel
41.02.01.01 Retribusi Pelayanan 0 896.266.250 896266250 100 %
Kesehatan
Retribusi Pelayanan
4.,1.02.01.01.0005 Kesehatan di Rumah Sakit 0 896.266.250 896.266.250 100 %
Umum Daerah
Retribusi Pelayanan
4.1.02.01.02 . 140.000.000 140.000.000 0 0%
Persampahan/ Kebersihan
Retribusi Pelayanan
4.1.02.01.02.0001 ) 140.000.000 140.000.000 0 0%
Persampahan/ Kebersihan
41.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir 120.000.000 120.000.000 0 0%
di Tepi Jalan Umum
Retribusi Penyediaan
4.1.02.01.04.0001 Pelayanan Parkir di Tepi 120.000.000 120.000.000 0 0%
Jalan Umum
4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 70.000.000 70.000.000 0 0%
4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 70.000.000 70.000.000 0 0%
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41.02.01.13

Retribusi Pengawasan dan
Pengendalian Menara
Telekomunikasi

380.170.000 400.000.000

19.830.000 5%

4.1.02.01.13.0001

Retribusi Pengawasan dan
Pengendalian Menara
Telekomunikasi

380.170.000 400.000.000

19.830.000 5%

4.1.02.02

Retribusi Jasa Usaha

885.000.000 755.000.000

(130.000.000) 15%

4.1.02.02.01

Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah

465.000.000 465.000.000

0 0%

4.1.02.02.01.0002

Retribusi Penyewaan
Tanah

205.000.000 205.000.000

0 0%

4.1.02.02.01.0003

Retribusi Penyewaan
Bangunan

85.000.000 85.000.000

0 0%

4.1.02.02.01.0006

Retribusi Pemakaian
Kendaraan Bermotor

175.000.000 175.000.000

0 0%

4.1.02.02.04

Retribusi Terminal

90.000.000 90.000.000

0 0%

4.1.02.02.04.0003

Retribusi Pelayanan
Penyediaan Fasilitas
Lainnya di Lingkungan
Terminal

90.000.000 90.000.000

0 0%

4.1.02.02.08

Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan

180.000.000 180.000.000

0 0%

4.1.02.02.08.0001

Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan

180.000.000 180.000.000

0 0%

4.1.02.02.09

Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga

150.000.000 20.000.000

(130.000.000) 87 %

4.1.02.02.09.0001

Retribusi Pelayanan
Tempat Rekreasi dan
Olahraga

150.000.000 20.000.000

(130.000.000) 87 %

4.1.02.03

Retribusi Perizinan
Tertentu

700.000.000 200.000.000

(500.000.000) 71 %

4.1.02.03.01

Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan

200.000.000 200.000.000

0 0%

4.1.02.03.01.0001

Retribusi Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan

200.000.000 200.000.000

0 0%

4.1.02.03.06

Retribusi Perpanjangan
Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA)

500.000.000 0

(500.000.000) 100 %

4.1.02.03.06.0001

Retribusi Pemberian
Perpanjangan IMTA
kepada Pemberi Kerja
Tenaga Kerja Asing

500.000.000 0

(500.000.000)| 100 %

4.1.03

tHasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

11.226.000.000 11.226.000.000

0 0%

4.1.03.02

Bagian Laba yang
Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMD

11.226.000.000 11.226.000.000

0 0%

4.1.03.02.01

Bagian Laba yang
Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMD
(Lembaga Keuangan)

11.226.000.000 11.226.000.000

0 0%
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Bagian Laba yang
Dibagikan kepada

4.1.03.02.01.0001 Pemerintah Daerah 11.226.000.000 11.226.000.000 0 0%
(Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMD
(Lembaga Keuangan)

4104 Lain-lain PAD yang Sah 46.309.983.600 79.642.348.500 33332364.900| 72%

41.04.01 Hasil Penjualan BMD yang 582.000.000 582.000.000 0 0%
Tidak Dipisahkan

41.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan 330.000.000 330.000.000 0 0%
dan Mesin

41.04.01.02.0002 Hasil Penjualan Alat 330.000.000 330.000.000 0 0%
Angkutan

41.04.01.03 Hasil Penjualan Gedung 145.000.000 145.000.000 0 0%
dan Bangunan
Hasil Penjual

4.1.04.01.03.0001 fasil Penjualan Bangunan 145.000.000 145.000.000 0 0%
Gedung

4.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap 107.000.000 107.000.000 ol  o%
Lainnya

41.04.01.05.0003 Hasil Penjualan Hewan 67.000.000 67.000.000 0 0%

4.1.04.01.05.0005 Hasil Penjualan Tanaman 40.000.000 40.000.000 0 0%

4.1.04.05 Jasa Giro 500.000.000 500.000.000 0 0%

4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas 500.000.000 500.000.000 0 0%
Daerah

41.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas 500.000.000 500.000.000 0 0%
Daerah
Hasil Pengelolaan Dana .

41.04.06 , 765.674.600 765.674.600 0 0%
Bergulir
Hasil Pengelolaan Dana - . .

4.1.04.06.01 . 765.674.600 765.674.600 0 0%
Bergulir
Hasil Pengelolaan Dana .

41.04.06.01.0001 4 765.674.600 765.674.600 0 0%
Bergulir

4.1.04.07 Pendapatan Bunga 8.000.000.000 8.000.000.000 0 0%
Pendapatan Bunga atas

4.1.04.07.01 Penempatan Uang 8.000.000.000 8.000.000.000 0 0%
Pemerintah Daerah
Pendapatan Bunga atas

41.04.07.01.0001 Penempatan Uang 8.000.000.000 8.000.000.000 0 0%
Pemerintah Daerah

410412 Pendapatan Denda Pajak 10.000.000 26.350.000 16350000 164 %
Daerah

41.04.12.06 :z”tglapata” Denda Pajak 0 300.000 300.000| 100 %

41.04.12.06.0001 Zeo”tgfpata” Denda Pajak 0 250.000 250.000| 100 %
: :

41.04.12.06.0003 Pendapatan Denda Pajak 0 50.000 50.000| 100 %
Losmen

41.0412.07 Pendapatan Denda Pajak 0 300.000 300.000| 100 %
Restoran
Pendapatan Denda Pajak

41.04.12.07.0002 Rumah Makan dan 0 200.000 200.000| 100 %
Sejenisnya

4.1.04.12.07.0004 Pendapatan Denda Pajak 0 100.000 100.000| 100 %
Kantin dan Sejenisnya

41.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak 0 100.000 100.000| 100 %
Hiburan
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4.1.04.12.08.0002

Pendapatan Denda Pajak
Pagelaran
Kesenian/Musik
/Tari/Busana

100.000

100.000

100 %

4.1.04.12.09

Pendapatan Denda Pajak
Reklame

10.000.000

200.000

(9.800.000)

98 %

4.1.04.12.09.0001

Pendapatan Denda Pajak
Reklame Papan/
Billboard/Videotron
/Megatron

10.000.000

100.000

(9.900.000)

99 %

4.1.04.12.09.0002

Pendapatan Denda Pajak
Reklame Kain

100.000

100.000

100 %

4.1.04.12.12

Pendapatan Denda Pajak
Air Tanah

100.000

100.000

100 %

4.1.04.12.12.0001

Pendapatan Denda Pajak
Air Tanah

100.000

100.000

100 %

4.1.04.12.13

Pendapatan Denda Pajak
Sarang Burung Walet

200.000

200.000

100 %

4.1.04.12.13.0001

Pendapatan Denda Pajak
Sarang Burung Walet

200.000

200.000

100 %

4.1.04.12.14

Pendapatan Denda Pajak
Mineral Bukan Logam
dan Batuan

150.000

150.000

100 %

4.1.04.12.14.0037

Pendapatan Denda Pajak
Mineral Bukan Logam
dan Batuan Lainnya

150.000

150.000

100 %

4.1.04.12.15

Pendapatan Denda Pajak
Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2)

25.000.000

25.000.000

100 %

4.1.04.12.15.0001

Pendapatan Denda PBBP2

0

25.000.000

25.000.000

100 %

4.1.04.15

Pendapatan dari
Pengembalian

7.001.000.000

7.001.000.000 0

0%

4.1.04.15.04

Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Perjalanan
Dinas

7.001.000.000

7.001.000.000 0

0%

4.1.04.15.04.0001

Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Perjalanan
Dinas Dalam Negeri-
Perjalanan Dinas Biasa

7.001.000.000

7.001.000.000 0

0%

4.1.04.15.07

Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)

0%

4.1.04.15.07.0001

Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)

0%

4.1.04.16

Pendapatan BLUD

29.451.309.000

62.767.323.900

33.316.014.900

113 %

4.1.04.16.01

Pendapatan BLUD

29.451.309.000

62.767.323.900

33.316.014.900

113 %

4.1.04.16.01.0001

Pendapatan BLUD

29.451.309.000

62.767.323.900

33.316.014.900

113 %

4.2

PENDAPATAN TRANSFER

1.193.831.148.858

1.238.778.679.160

44.947.530.302

4%

4.2.01

Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat

1.141.686.440.000

1.163.522.281.000

21.835.841.000

2%

4.2.01.01

Dana Perimbangan

1.045.985.955.000

1.067.821.796.000

21.835.841.000

2%
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4.2.01.01.01

Dana Transfer Umum-
Dana Bagi Hasil (DBH)

367.254.357.000 389.463.748.000

22.209.391.000 6%

4.2.01.01.01.0001

DBH Pajak Bumi dan
Bangunan

99.943.101.000 106.272.774.000

6.329.673.000 6%

4.2.01.01.01.0002

DBH PPh Pasal 21

5.729.151.000 5.944.985.000

215.834.000 4%

4.2.01.01.01.0003

DBH PPh Pasal 25 dan
Pasal 25/WPOPDN

266.939.000 254.032.000

(12.907.000) 5%

4.2.01.01.01.0004

DBH Cukai Hasil
Tembakau (CHT)

0 54.728.000

54.728.000| 100 %

4.2.01.01.01.0005

DBH Sumber Daya Alam
(SDA) Minyak Bumi

155.440.508.200 105.800.113.000

(49.640.395.200) 32%

4.2.01.01.01.0006

DBH Sumber Daya Alam
(SDA) Gas Bumi

88.989.473.800 148.570.923.000

59.581.449.200 67 %

4.2.01.01.01.0008

DBH Sumber Daya Alam
(SDA) Mineral dan
Batubara-Landrent

9.725.000 19.103.000

9.378.000 96 %

4.2.01.01.01.0009

Dana Bagi Hasil (DBH)
Sumber Daya Alam (SDA)
Mineral dan Batubara-
Royalty

6.086.033.000 11.705.888.000

5.619.855.000 92 %

4.2.01.01.01.0010

DBH Sumber Daya Alam
(SDA) Kehutanan- Provisi
Sumber Daya Hutan
(PSDH)

8.870.600.000 8.882.891.000

12.291.000 0%

4.2.01.01.01.001.3

DBH Sumber Daya Alam
(SDA) Perikanan

1.918.826.000 1.958.311.000

39.485.000 2%

4.2.01.01.02

Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum
(DAU)

479.788.318.000 479.788.318.000

0 0%

4.2.01.01.02.0001

DAU

479.788.318.000 479.788.318.000

0 0%

4.2.01.01.03

Dana Transfer Khusus-
Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik

70.008.862.000 70.008.862.000

0 0%

4.2.01.01.03.0001

DAK Fisik-Bidang
Pendidikan-Reguler-PAUD

236.266.000 236.266.000

0 0%

4.2.01.01.03.0002

DAK Fisik-Bidang

Pendidikan-Reguler-SD

4.2.01.01.03.0003

DAK Fisik-Bidang
Pendidikan-Reguler-SMP

15.253.235.000 15.253.235.000

0 0%

8.448.166.000 8.448.166.000

0 0%

4.2.01.01.03.0006

DAK Fisik-Bidang
Pendidikan-Reguler-SKB

552.044.000 552.044.000

0 0%

4.2.01.01.03.0013

DAK Fisik-Bidang
Kesehatan dan KB-
Reguler-Pelayanan
Kesehatan Dasar

19.800.365.000 19.800.365.000

0 0%

4.2.01.01.03.0031

DAK Fisik-Bidang
Pertanian-Penugasan-
Pembangunan/Renovasi
Sarana dan Prasarana
Fisik Dasar Pembangunan
Pertanian

9.941.790.000 9.941.790.000

0 0%

4.2.01.01.03.0032

DAK Fisik-Bidang
Kelautan dan Perikanan-
Penugasan

2.677.500.000 2.677.500.000

0 0%

4.2.01.01.03.0037

DAK Fisik-Bidang Air
Minum-Reguler

7.591.630.000 7.591.630.000

0 0%

4.2.01.01.03.0040

DAK Fisik-Bidang Sanitasi-
Reguler

4.207.866.000 4.207.866.000

0 0%
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DAK Fisik-Bidang

42.01.01.03.0045 Lingkungan Hidup dan 1.300.000.000 1.300.000.000 0 0%
Kehutanan-Penugasan-
lingkungan Hidup
Dana Transfer Khusus-

42.01.01.04 Dana Alokasi Khusus 128.934.418.000 128.560.868.000 (373.550.000) 0%
(DAK) Non Fisik

4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS 47.414.010.000 47.414.010.000 0 0%
Reguler

4.2.01.01.04.0003 ?ﬁzrj’.\;‘)” Fisik-BOS 60.000.000 60.000.000 0 0%

42.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 53.496.514.000 53.496.514.000 0 0%

42.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil 750.000.000 750.000.000 0 0%
Guru PNSD

42.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 838.887.000 838.887.000 0 0%

4.2.01.01.04.0007 DAK Nen Fisik-BOP PAUD 5.651.840.000 5.132.800.000 (519.040.000) 9%

4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP 987.910.000 1.133.400.000 145490000  15%
Pendidikan Kesetaraan

42.01.01.04.0011 [B)(’;'é Nen Fisik-BOKKE- 14.224.510.000 14.224.510.000 0 0%
DAK Non Fisik-BOKKB-

4.2.01.01.04.0012 Pengawasan Obat dan 406.876.000 406.876.000 0 0%
Makanan

4.2.01.01.04.0014 DAK Non Fisik-BOKKE- 313.823.000 313.823.000 0 0%
Jaminan Persalinan

4.2.01.01.04.0015 ESEBNO” Fisik-BOKKE- 3.732.812.000 3.732.812.000 0 0%

42.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 404.200.000 404.200.000 0 0%

42.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi 350.736.000 350.736.000 0 0%
Penanaman Modal
DAK Non Fisik-Dana

42.01.01.04.0023 Ketahanan Pangan Dan 302.300.000 302.300.000 0 0%
Pertanian

4.2.01.05 Dana Desa 95.700.485.000 95.700.485.000 0 0%

4.2.01.05.01 Dana Desa 95.700.485.000 95.700.485.000 0 0%

42.01.05.01.0001 Dana Desa 95.700.485.000 95.700.485.000 0 0%
D, 3

42.02 Pendapatan Transfer 52.144.708.858 75.256.398.160 23111.689.302| 44 %
Antar Daerah

42.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 52.144.708.858 61.856.398.160 9.711.689.302| 19%
Pendapatan Bagi Hasil

42020101 o epaten 529 ras! 52.144.708.858 61.856.398.160 9.711.689.302|  19%
Pendapatan Bagi Hasil

4.2.02.01.01.0001 Pajak Kendaraan 11.646.628.436 13.157.440.898 1510812462 13 %
Bermotor
Pendapatan Bagi Hasil

42.02.01.01.0002 Bea Balik Nama 5.849.437.764 9.271.836.904 3422399140  59%
Kendaraan Bermotor
Pendapatan Bagi Hasil

42.02.01.01.0003 Pajak Bahan Bakar 20.339.715.434 23.391.453.984 3051738550 15%
Kendaraan Bermotor
o —

4.2.02.01.01.0004 endapatan Bagi Hasi| 150.828.807 189.050.236 38221429  25%
Pajak Air Permukaan
Pendapatan Bagi Hasil

4.2.02.01.01.0005 14.158.098.417 15.846.616.139 1688517.722| 12%
Pajak Rokok

4.2.02.02 Bantuan Keuangan 0 13.400.000.000 13.400.000.000 100 %
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Barat
Nomor 25 Tahun 2022
Tanggal 25 Oktober 2022

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
Bantuan Keuangan
42.02.02.02 Khusus dari Pemerintah 0 13.400.000.000 13.400.000.000| 100 %
Provinsi
Bantuan Keuangan
4.2.02.02.02.0001 Khusus dari Pemerintah 0 13.400.000.000 13.400.000.000 100 %
Daerah Provinsi
LAIN-LAIN PENDAPATAN .
43 DAERAH YANG SAH 0 942.142.858 942.142.858| 100 %
Lain-lain Pendapatan
43.03 sesuai dengan Ketentuan 0 942.142.858 942.142.858| 100 %
Peraturan Perundang-
Undangan
Pendapatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan
43.03.02 Nasional (JKN) pada 0 942.142.858 942.142.858| 100 %
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pendapatan Dana Kapitasi o
43.03.02.01 JKN pada FKTP 0 942.142.858 942.142.858| 100 %
Pendapatan Dana Kapitasi
43.03.02.01.0001 JKN pada Rumah Sakit 0 942.142.858 942.142.858| 100 %
Non BLUD
Jumlah Pendapatan 1.289.966.499.901 1.364.365.133.261 74.398.633.360 6%
5 BELANJA
51 BELANJA OPERASI 886.166.452.578 998.558.257.035 112.391.804.457| 13 %
5.1.01 Belanja Pegawai 496.725.458.799 501.633.827.117 4.908.368.318 1%
5.1.01.01 Belanja Gaji dan 290.319.055.826 283.812.049.535 (6.507.006.291) 2%
Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 210.700.271.779 202.896.429.856 (7.803.841.923) 4%
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 209.019.854.089 201.186.948.166 (7.832.905.923) 4%
5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.680.417.690 1.709.481.690 29.064.000 2%
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan 20781.021.177 20.857.945.142 76.923.965 0%
Keluarga ASN
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan 20.503.627.460 20.580.551.425 76.923.965 0%
Keluarga PNS
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan 277.393.717 277.393.717 0 0%
Keluarga PPPK
—
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan 8.428.288.925 8.469.506.925 41.218.000 0%
Jabatan ASN
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan 8.428.288.925 8.469.506.925 41.218.000 0%
Jabatan PNS
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan 14.526.580.200 14.970.562.495 443.982.295 39%
Fungsional ASN
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan 14.526.580.200 14.970.562.495 443.982.295 3%
Fungsional PNS
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan 3.696.149.600 3.719.633.600 23.484.000 1%
Fungsional Umum ASN
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan 3.598.001.900 3.621.485.900 23.484.000 1%
Fungsional Umum PNS
[= i ’T i
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan 98.147.700 98.147.700 0 0%
Fungsional Umum PPPK
5.1.01.01.06 izﬁma?un@nganBems 12.181.621.696 12.362.732.716 181.111.020 1%
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras 11.981.616.340 12.162.727.360 181.111.020 2%

PNS
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KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN 2022

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.1.01.01.06.0002 ';;‘;'Pa"gja Tunjangan Beras 200.005.356 200.005.356 0 0%
Belanja Tunjangan
5.1.01.01.07 PPh/Tunjangan Khusus 343.929.276 356.256.897 12.327.621 4%
ASN
Belanja Tunjangan
5.1.01.01.07.0001 PPh/Tunjangan Khusus 343.929.276 356.256.897 12.327.621 4%
PNS
- -
5.1.01.01.08 i?;’”a embulatan Gaji 78.497.235 78.149.319 (347.916) 0%
51.01.01.08.0001 gf\:g“’a Pembulatan Gaji 78.078.495 77.730.579 (347.916) 0%
5.1,01.01.08.0002 gilpa;”a Pembulatan Gaji 418.740 418.740 0 0%
5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan 17.641.319.537 18.150.652.612 509.333.075 3%
Kesehatan ASN
. )
5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan 17.508.328.469 18.017.661.544 509.333.075 3%
Kesehatan PNS
5.1.01.01.09.0002 Beianja luran Jaminan 132.991.068 132.991.068 0 0%
Kesehatan PPPK
5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan 595.409.654 596.579.621 1.169.967 0%
Kecelakaan Kerja ASN
5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan 589.791.350 590.961.317 1.169.967 0%
Kecelakaan Kerja PNS
Belanja luran Jaminan o
5.1.01.01.10.0002 Cocelakaan Keria PPOK 5.618.304 5.618.304 0 0%
5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan 1.345.966.747 1.353.600.352 7.633.605 1%
Kematian ASN
Belanja luran Jami
5.1.01.01.11.0001 elanja luran Jaminan 1332.255.511 1.339.889.116 7.633.605 1%
Kematian PNS
5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan 13.711.236 13711236 0 0%
Kematian PPPK
5.1.01.02 belanja Tambahan 112.212.727.455 116.461.115.144 4.248.387.689 4%
Penghasilan ASN
Tambahan Penghasilan
5.1.01.02.01 berdasarkan Beban Kerja 1.204.800.000 1.204.800.000 0 0%
ASN
Tarmbahan Penghasilan
5.1.01.02.01.0001 berdasarkan Beban Kerja 1.204.800.000 1.204.800.000 0 0%
PNS
Tarnbahan Penghasilan
5.1.01.02.03 berdasarkan Kondisi Kerja 3.816.000.000 3.953.142.858 137.142.858 4%
ASN
Tambahan Penghasilan
5.1.01.02.03.0001 berdasarkan Kondisi Kerja 3.816.000.000 3.953.142.858 137.142.858 4%
PNS
Tambahan Penghasilan
5.1.01.02.04 berdasarkan Kelangkaan 1.668.000.000 1.632.000.000 (36.000.000) 2%
Profesi ASN
Tambahan Penghasilan
5.1.01.02.04.0001 berdasarkan Kelangkaan 1.668.000.000 1.632.000.000 (36.000.000) 2%
Profesi PNS
Tambahan Penghasilan
5.1.01.02.05 berdasarkan Prestasi Kerja 105.523.927.455 109.671.172.286 4.147.244.831 4%
ASN
Tambahan Penghasilan
5.1.01.02.05.0001 berdasarkan Prestasi Kerja 104.866.327.455 109.013.572.286 4.147.244.831 4%

PNS
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KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)

Uraian

Kode

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) %

5.1.01.02.05.0002

Tambahan Penghasilan
berdasarkan Prestasi Kerja
PPPK

657.600.000

657.600.000

0%

5.1.01.03

Tambahan Penghasilan
berdasarkan
Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN

66.005.548.012

71.555.842.765

5.550.294.753

8 %

5.1.01.03.01

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Pajak
Daerah

812.277.012

779.867.412

(32.409.600)

4%

5.1.01.03.01.0006

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Pajak
Hotel

12.498.750

4.500.000

(7.998.750) 64 %

5.1.01.03.01.0007

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Pajak
Restoran

90.000.000

94.675.000

4.675.000

5%

5.1.01.03.01.0008

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Pajak
Hiburan

296.000

125.000

(171.000) 58 %

5.1.01.03.01.0009

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Pajak
Reklame

10.900.000

12.500.000

1.600.000 15%

5.1.01.03.01.0010

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan

425.000.000

346.750.000

(78.250.000) 18 %

5.1.01.03.01.0011

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Pajak
Parkir

522.500

875.000

352.500 67 %

5.1.01.03.01.0012

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pernungutan Pajak
Air Tanah

1.325.000

2.047.500

722.500 55 %

5.1.01.03.01.0013

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Pajak
Sarang Burung Walet

4.875.000

7.375.000

2.500.000 51 %

5.1.01.03.01.0014

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Pajak
Mineral Bukan Logam
dan Batuan

36.859.762

38.109.762

1.250.000

3%

5.1.01.03.01.0015

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Pajak
Bumi Dan Bangunan
Pedesaan Dan Perkotaan

125.000.000

137.500.000

12.500.000 10 %

5.1.01.03.01.0016

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Bea
Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan

105.000.000

135.410.150

30.410.150 29 %

5.1.01.03.02

Belanja bagi ASN atas
Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah

79.813.313

79.813.313

100 %

5.1.01.03.02.0001

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pemungutan
Retribusi Jasa Umum-
Pelayanan Kesehatan

79.813.313

79.813.313

100 %

5.1.01.03.03

Belanja Tunjangan Profesi
Guru (TPG) PNSD

53.496.514.000

57.377.290.940

3.880.776.940

5.1.01.03.03.0001

Belanja TPG PNSD

53.496.514.000

57.377.290.940

3.880.776.940

7%

5.1.01.03.04

Belanja Tunjangan Khusus
Guru (TKG) PNSD

838.887.000

840.971.100

2.084.100

0%

5.1.01.03.04.0001

Belanja TKG PNSD

838.887.000

840.971.100

2.084.100

0%
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KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
Belanja Tambahan
5.1.01.03.05 Penghasilan (Tamsil) Guru 750.000.000 1.730.900.000 980.900.000| 131 %
PNSD
5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 750.000.000 1.730.900.000 980.900.000| 131 %
5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan 1.500.000.000 150.000.000 (1.350.000.000)| 90 %
Kesehatan bagi ASN
lanj |
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan 1.500.000.000 150.000.000 (1.350.000.000)| 90 %
Kesehatan bagi ASN
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.501.170.000 9.479.300.000 1.978.130.000] 26 %
Belanja Honorarium
5.1.01.03.07.0001 Penanggungjawaban 7.019.370.000 8.971.140.000 1.951770.000| 28 %
Pengelola Keuangan
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium 481.800.000 508.160.000 26.360.000 5%
Pengadaan Barang/Jasa
5.1.01.03.08 S’,‘:/'la[;”a Jasa Pengelolaan 1.106.700.000 1.117.700.000 11.000.000 1%
Belanja Jasa Pengelolaan
5.1.01.03.08.0002 BMD yang Tidak 1.106.700.000 1.117.700.000 11.000.000 1%
Menghasilkan
Pendapatan
5.1.01.04 Belanja Gaji dan 19.167.268.200 19.287.268.200 120.000.000 1%
Tunjangan DPRD
Belanja Uang o
5.1.01.04.01 Reprasentasi DPRD 853.161.000 853.161.000 0 0%
Belanja Uang o
5.1.01.04.01.0001 Representas] DPRD 853.161.000 853.161.000 0 0%
Belanja Tunjangan o
5.1.01.04.02 celumrga DPRD 112.141.000 112.141.000 0 0%
5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan 112.141.000 112.141.000 0 0%
Keluarga DPRD
5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras 130.819.000 130.819.000 0 0%
DPRD
5.1.01.04.03.0001 g‘;’;ga lunjangan Beras 130.819.000 130.819.000 0 0%
5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 87.144.000 87.144.000 0 0%
5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 87.144.000 87.144.000 0 0%
Belanja Tunjangan o
5.1.01.04.05 o PRD 1.156.016.000 1.156.016.000 0 0%
Belanja Tunjangan c o
5.1.01.04.05.0001 e kD 1.156.016.000 1.156.016.000 0 0%
Belanja Tunjangan Alat ) o
5.1.01.04.06 kelongkapan DPRD 157.317.600 157.317.600 0 0%
Belanja Tunjangan Alat o
5.1.01.04.06.0001 celengkapan DPRD 157.317.600 157.317.600 0 0%
Belanja Tunjangan Alat
5.1.01.04.07 Kelengkapan Lainnya 29.781.600 29.781.600 0 0%
DPRD
Belanja Tunjangan Alat
5.1.01.04.07.0001 Kelengkapan Lainnya 29.781.600 29.781.600 0 0%
DPRD
Belanja Tunjangan
5.1.01.04.08 Komunikasi Intensif 6.174.000.000 6.174.000.000 0 0%
Pimpinan dan Anggota
DPRD
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KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
Belanja Tunjangan
5.1.01.04.08.0001 Komunikasi Intensif 6.174.000.000 6.174.000.000 0 0%
Pimpinan dan Anggota
DPRD
lania Tuni
5.1.01.04.09 g;:ga unjangan Reses 1.543.500.000 1.543.500.000 ol 0%
lanja Tunj R
5.1.01.04.09.0001 ii;gar”manga” eses 1.543.500.000 1.543.500.000 of 0%
Belanja Pembebanan PPh
5.1.01.04.10 kepada Pimpinan dan 14.350.000 14.350.000 0 0%
Anggota DPRD
Belanja Pembebanan PPh
5.1.01.04.10.0001 kepada Pimpinan dan 14.350.000 14.350.000 0 0%
Anggota DPRD
5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji 622.000 622.000 0 0%
DPRD
0 -
5.1.01.04.11.0001 Sﬁ;ga'emb“btm’Ga' 622.000 622.000 0 0%
Belanja Tunjangan
5.1.01.04.12 Kesejahteraan Pimpinan 3.923.016.000 4.043.016.000 120.000.000 3%
dan Anggota DPRD
5.1.01.04.12.0001 Belaya luran Jaminan 73.800.000 193.800.000 120.000.000| 163 %
Kesehatan bagi DPRD
Belanja Jaminan o
5.1.01.04.12.0002 Kecelakaan Kerja DPRD 6.000.000 6.000.000 0 0%
5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian 6.000.000 6.000.000 0 0%
DPRD
5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan 3.837.216.000 3.837.216.000 0 0%
Perumahan DPRD
o Tuni
51.01.04.13 Belanja Tunjangan 4.970.400.000 4.970.400.000 0 0%
Transportasi DPRD
5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan 4.970.400.000 4.970.400.000 ol 0%
Transportasi DPRD
Belanja Uang Jasa o
5.1.01.04.14 Pengabdian DPRD 15.000.000 15.000.000 0 0%
Belanja Uang Jasa o
5.1.01.04.14.0001 Pengabdian DPRD 15.000.000 15.000.000 0 0%
Belanja Gaji dan 9
5.1.01.05 Tunjangan KDH/WKDH 1.479.928.906 1.384.823.061 (95.105.845) 6 %
Belanja Gaji Pokok - . o
5.1.01.05.01 KDH/WKDH 333.056.194 270.359.949 (62.696.245) 19 %
Belanja Gaji Pokok o
5.1.01.05.01.0001 KDH/WKDH 333.056.194 270.359.949 (62.696.245) 19 %
Belanja Tunjangan o
5.1.01.05.02 Keluarga KDH/WKDH 10.921.800 10.921.800 0 0%
Belanja Tunjangan o
5.1.01.05.02.0001 Keluarga KDH/WKDH 10.921.800 10.921.800 0 0%
Belanja Tunjangan o
5.1.01.05.03 Jabatan KDH/WKDH 303.194.000 303.194.000 0 0%
Belanja Tunjangan o
5.1.01.05.03.0001 Jabatan KDH/WKDH 303.194.000 303.194.000 0 0%
Belanja Tunjangan Beras o
5.1.01.05.04 KDH/WKDH 8.228.600 8.228.600 0 0%
Belanja Tunjangan Beras o
5.1.01.05.04.0001 KDH/WKDH 8.228.600 8.228.600 0 0%
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KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode

Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)

Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

5.1.01.05.05

Belanja Tunjangan
PPh/Tunjangan Khusus 5.600.000 5.600.000 0 0%
KDH/WKDH

5.1.01.05.05.0001

Belanja Tunjangan
PPh/Tunjangan Khusus 5.600.000 5.600.000 0 0%
KDH/WKDH

5.1.01.05.06

Belanja Pembulatan Gaji

KDH/WKDH 56.000 56.000 0 0%

5.1.01.05.06.0001

Belanja Pembulatan Gaji

KDH/WKDH 56.000 56.000 0 0%

5.1.01.05.07

Belanja luran Jaminan
Kesehatan bagi 5.842.500 5.842.500 0 0%
KDOH/WKDH

5.1.01.05.07.0001

Belanja luran Jaminan
Kesehatan bagi 5.842.500 5.842.500 0 0%
KDH/WKDH

5.1.01.05.08

Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja 286.000 286.000 0 0%
KDH/WKDH

5.1.01.05.08.0001

Belanja [uran Jaminan
Kecelakaan Kerja 286.000 286.000 0 0%
KDH/WKDH

5.1.01.05.09

Belanja Iuran Jaminan

0
Kermatian KDH/WKDH 466.800 466.800 ol 0%

5.1.01.05.09.0001

Belanja luran Jaminan

0
Kematian KDH/WKDH 466.800 466.800 0 0%

5.1.01.05.10

Belanja Insentif bagi
KDH/WKDH atas
Pemungutan Pajak
Daerah

812.277.012 779.867.412 (32.409.600) 4%

5.1.01.05.10.0006

Belanja Insentif bagi
KDH/WKDH atas 12.498.750 4.500.000 (7.998.750) 64 %
Pemungutan Pajak Hotel

5.1.01.05.10.0007

Belanja Insentif bagi
KDH/WKDH atas
Pemungutan Pajak
Restoran

90.000.000 94.675.000 4.675.000 5%

5.1.01.05.10.0008

Belanja Insentif bagi
KDH/WKDH atas
Pemungutan Pajak
Hiburan

296.000 125.000 (171.000) 58 %

5.1.01.05.10.0009

Belanja Insentif bagi
KDH/WKDH atas
Pemungutan Pajak
Reklame

10.900.000 12.500.000 1.600.000 15%

5.1.01.05.10.0010

Belanja Insentif bagi
KDH/WKDH atas
Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan

425.000.000 346.750.000 (78.250.000) 18 %

5.1.01.05.10.0011

Belanja Insentif bagi
KDH/WKDH atas 522.500 875.000 352.500 67 %
Pemungutan Pajak Parkir

Belanja Insentif bagi
KDH/WKDH atas

5.1.01.05.10.0012 s 1.325.000 2.047.500 722.500|  55%
Pemungutan Pajak Air
Tanah
Belanja Insentif bagi

5.1,01.05.10.0013 KDH/WKDH atas 4.875.000 7.375.000 2500000 51%

Pemungutan Pajak Sarang
Burung Walet
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